BAB IV
ANALISISTERHADAP PROSES PENYELESAIAN WALI ADHAL DI

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA NOM OR. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr

.Analisis terhadap proses penyelesaian wali adhal di Pengadilan Agama
Singaraja Nomor . 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr

Bederdasarkan penyelesaian masalah perkawinaradlzdi di analisis
dengan diproses di Kantor Urusan Agama (KUA) KabemaBuleleng
Kecamatan Buleleng Kota Singaraja. AMR yang hendanikah dengan
calon suaminya di tentang oleh walinya dengan aldsahwa SGL dari
keturunan yang kurang mampu dalam hal ekonomi,nkaggrang tua AMR
adalah keturunan habib dan orang berada. SetelaR AMdndaftar ke KUA
dengan melampirkan berkas-berkas dan kelengkapeat-surat dari calon
mempelai yaitu N1, N2,N3, N4, foto copy KTP dan KBetelah itu Pegawai
Pencatat Nikah memanggil pihak-pihak yang berkepgamh seperti calon
pengantin, wali dari calon mempelai wanita (ayalakdk, dan jalur
kekerabatan dalam jalur ayah). Namun setelah Pedevecatat Nikah (PPN)
memanggil pihak-pihak yang berkepentingan, walahilAMR tidak datang
walaupun sudah dipanggil beberapa kali. Dari piARN juga sudah
mendatangi rumah wali nikah AMR ternyata wali AMRap menolak menjadi
wali dengan alasan takut dikarenakan wali AMR digamoleh ibunya apabila
menjadi wali AMR hidupnya akan sengsara dan tidalamg. Maka dari itu

wali AMR takut, yang menjadi wali AMR adalah saumlaandungnya (ABZ).
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Kantor Urusan Agama sebagai institusi pencatat hnikeengambil
langkah-langkah untuk sekaligus menjadi mediatan ganasehat, melalui
Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, (BRNKk unenyelesaikan
masalah pencatatan nikah yang terjadi di KUA Kedamauleleng yaitu
sebagai berikut;

a. Memanggil para pihak yang bersangkutan untuk megat&an penjelasan
tentang duduk perkaranya, mendengarkan keterargyanas pihak agar
didapatkan informasi yang berimbang, untuk dapatgambil kesimpulan
dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaiarflikkoyang
dihadapinya.

b. Apabila belum dapat dicapai kata sepakat, dari kpgibak yang
bermasalah, PPN akan mempersilakan pihak-pihak aiterkintuk
menempuh jalan perundingan, setelah merasa cuklga &N akan
melakukan pemanggilan kembali kepada pihak-pihakikumelakukan
musyawarabh.

c. Apabila dengan jalan tersebut belum juga dapat &epmkati, wali dari
calon pengantin perempuan pada keputusannya, gatwlak adanya
pencatatan nikah dan wali menyatakan enggan. MBkagelaku Pegawai
Pencatat Nikah (Kepala KUA) akan menerbitkan sigderangan yang
berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwaapsnnikah tidak

dapat dilaksanakan karena kurangnya persyaratah.nik

! Wawancara kepada Penghulu KUA Singaraja dengaalBsinhammad Ridwan SHI,
tanggal 10 Maret 2013.
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d. Selanjutnya surat keterangan penolakan dikirim kegBdilan Agama
Singaraja, untuk mendapatkan penyelesaian kondliicatatan nikah yang
terjadi.

Calon pengantin (AMR) membawa berkas untuk didieftardi KUA
Kecamatan Buleleng dan dilampiri surat keterangamolakan ke Pengadilan
Agama untuk mendaftarkan perkara sebagai pemotedanj8tnya Pengadilan
Agama Singaraja memanggil pihak-pihak yang berkipgen untuk
memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkaretppan wali adhal yaitu
wali dinyatakan membangkang. Pengadilan Agama mietabkan kepada
KUA selaku PPN untuk mencatat pernikahan tersebntsgkaligus bertindak
sebagai wali hakim karena wali nasabnya adhal.

Dalam perkara tersebut pemohon (AMR), Umur 27 haldertempat
tinggal di Jin. Diponogoro No. 98. Lingkungan tehg&®T. 011, kelurahan
kampung kejanan, Kecamatan Buleleng, KabupatenldgeKota Singaraja
Bali. Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalaimghon yang telah
sampai umur untuk melaksanakan perkawinan, nameamn@ perkawinannya
ditentang oleh pihak keluarga karena tidak menyetoaplon suami yang
dipilihnya. Namun ia tetap kukuh pada pendirianngan kemudian
mengajukan permohonan penetapan wali nikah ke d@dag Agama
Singaraja.

Selanjutnya proses penyelesaian perkara di PeagadhAgama
Singaraja dalam persidangan yang terbuka untuk ynkemudian pemohon

dipanggil masuk kedalam ruang Persidangan, pemalaang menghadap
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sendiri dipersidangan. Kemudian Ketua Majelis meksaridentitas pemohon
dan ternyata identitas pemohon sesuai dengan taentang tertulis dalam
surat permohonan. Pada hari sidang yang telatagkat wali nikah pemohon
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patunkumenghadap ke
persidangan untuk didengar keterangannya tidakr,ngdng hadir hanya 2
orang saksi (FHM dan SAQ) sekaligus keponakan pemskndiri.

Dalam kasus ini dapat digolongkan sebagai permzaalavali adhal
karena pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama r§jagadalah pihak
keluarga (ibu) tidak merestui hubungan pemohon aergglon suaminya dan
menyumpah wali nikah pemohon yang juga saudaraukangemohon agar
tidak menjadi wali. Apa lagi ibu pemohon tidak membalasan yang sah
padahal keduanya tidak ada halangan untuk meni#tah, Mejelis hakim
kemudian menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama rdatzn Buleleng,
Kabupaten Buleleng Kota Singaraja sebagai walirhaki

Berdasarkan hasil yang penulis temukan dari berbditeratur
diketahui bahwa perkawinan adalah hubungan hukumg ymerupakan
pertalian yang sah antara seorang laki-laki damasgowanita yang telah
memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perkawinan sehagybuatan hukum
menimbulkan tanggung jawab hak dan kewajiban argaeni istri. lkatan
lahir dalam suatu perkawinan, yaitu hubungan formednurut Undang-
Undang dan mengikat kedua pihak, sedangkan ikaa#in, byaitu hubungan
tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersang gungguh-sungguh,

yang mengikat kedua pihak saja.
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Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahanadhesyarat dan
rukun sebagaimana dalam Undang-undang PerkawindR)dan Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Kedudukan wali dalam perkawinaebagian ulama
menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi ebatkannya sebagai
syarat, Perwalian hanya dijabat oleh keluarga |Eki-dari calon pengantin
wanita. Wali nikah merupakan unsur penting bagi pelai wanita yang akan
bertindak untuk menikahkannya. Adapun yang menjadli nikah ialah
seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukslam, yakni muslim,
akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri darali nasab dan wali hakim.
Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinareka untuk melindungi
kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integgit moralnya serta
memungkinkan terciptanya perkawinan yang berf3asil.

Sementara pejabat Negara yang ditunjuk, dalam rkaita biasanya
dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (Kepadl® atau PPN) bisa
menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhatamglengan sebutan wali
hakim dengan adanya penetapan dari Pengadilan Adzetenjutnya Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) di tingkat Kecamatan seterdpaamping mempunyai
tugas untuk melakukan pencatatan nikah, juga ditunintuk dapat
menyelesaikan permasalahan yang timbul mengendan@eperkara yang
berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itenyangkut
permasalahan wali, calon pengantin maupun syaseafsylain. Pegawai

Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai pada Kantosddrhgama Kecamatan

2 Departemen Agama RPedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Dirjen Bimas Islam
& Urusan Haji, 2003, hal 24.
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setempat. PPN juga harus segera menyelesaikameiacarikan jalan keluar
apabila timbul permasalahan antara pihak-pihak ymamgaitan dengan sahnya
pernikahan seperti adanya sengketa wali adhal.

Apabila dianalisis penulis beranggapan mengenaiuskatersebut
diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya waliehdlalam pelaksanaan
perkawinan karena faktor perbedaan tidak sededaj@m kehidupan status
sosial ekonomi. Akibat hukum yang timbul adalahatrperselisihan hingga
sampai ke Pengadilan Agama sehingga pelaksanakavwpean harus melalui
wali hakim dengan penetapan apabila perselisindak tdapat diselesaikan
secara mediasi dan musyawarah dengan perantargawa&td”encatat Nikah
(PPN). Pelaksanaan penyelesaian wali adhal daltakga@maan perkawinan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Singaraja, pada awalnyakdkan koordinasi
kepada wali nikah atau keluarga pemohon di manangghya diupayakan
untuk dilakukan mediasi atatabbayun. Dalam hal mediasi berhasil maka
pernikahan dapat dilanjutkan sampai ke pencatatamun apabila mediasi
gagal dilakukan maka diajukan permohonan ke Pelagadhgama untuk
memperoleh penetapan wali hakim dari Pengadilanm@ga

Menurut penulis kasus wali adhal yang sampai keg&diftan Agama,
di selesaikan untuk diperoleh penyelesaian yangtdapmbawa kerugian baik
bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga begarty keluarga calon
pengantin perempuan maupun keluarga calon pendalkiiaki. Agar sesuai
dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebut ddllbdang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan baReskawinan ialah
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ikatan lahir batin antara seorang pria dengan sgonaanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahgangang bahagia dan
kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Disgntpj kasus pernikahan
wali adhal yang berakhir di Pengadilan Agama, jagan menambah beban
finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnyanaktanggung oleh calon
mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk bewe di Pengadilan
Agama. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-leglesti itu dan untuk lebih
memantapkan suatu persiapan perkawinan, pihak FPeRMbantu Pegawai
Pencatat Nikah (P3N), ataupun Badan Penasehatabir®em dan Pelestarian
Perkawinan (BP4) selalu membimbing masyarakat dgkmm merencanakan
perkawinan harus memenuhi semua syarat-syaratnya.

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab-bab sebeurterhadap
perkara tersebut jelaslah diketahui yang timbulbakiadanya wali yang
membangkang atau tidak melaksanakan kewajibannigagae wali dalam
sebuah perkawinan. Terhadap kondisi tersebut apdiibk ada halangan
untuk kawin para pihak dalam perkawinan dalam mjelkga permohonan ke
Pengadilan Agama. Dengan kata lain melalui penat®eagadilan, para pihak
dapat melakukan perkawinan dengan bantuan walinmhakang dalam
pelaksanaannya ditunjuk Peranan Pegawai Pencéiah KPPN).

Dengan kata lain, Pegawai Pencatat Nikah (PPN)insedabagai
pelaksana pencatatan perkawinan dalam penyelesangketa wali adhal pada
pelaksanaan perkawinan adalah Pertama, PPN bértindbagai mediator

dalam penyelesaian konflik antara calon mempelaigde walinya. Kedua,
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PPN berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah danbgrgindak mewakili
menikahkan calon mempelai atas kehendak dan ppraetwali nikah. Ketiga,
setelah ada penetapan wali adhal dari pengadi@magPPN berperan sebagai
Pegawai Pencatat Nikah sekaligus sebagai wali,i yadin hakim, karena wali
nikah tidak mau bertindak sebagai wali, enggan atambangkang (adhal).
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa melalui {ag@® hakim
dengan menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebadjsghakim. Hal ini
dapat menjadi pedoman bagi hakim lainnya dalam &atesg dan
menyelesaikan perselisihan mengenai wali nikah ednddian hari, dimana
hakim dapat menunjukkan Pegawai Pencatat Nikah YPsd#bagai wali
hakim. Oleh karena itu, kepada para pihak sebelenyampaikan kehendak
menikah agar lebih dahulu mempersiapkan persyargtarg diperlukan
termasuk izin dan kesediaan wali nikah serta meniggrosedur pelaksanaan
perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlakpadéewali agar tidak
egois dalam mengambil keputusan untuk tidak bessetinikahkan karena
dapat saja menimbulkan kerugian bagi diri sendaupun kedua mempelai
kecuali ada alasan yang sah. Kepada Pegawai Pehkédn yang ditunjuk
sebagai wali hakim, agar dapat memberikan sossalisatang pentingnya wali
dalam pelaksanaan perkawinan dan dalam melaksanadd&awinan perlu
memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Kepatdmanserkait, khususnya
pejabat Departemen Agama agar dapat meningkatkagulpdan hukum

terhadap masyarakat tentang pentingnya wali nikatand melancarkan
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prosedur pernikahan, agar masyarakat mengetahgsifdari wali nikah dalam

kelancaran dan keabsahan perkawinan.

.Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim
dalam Penetapan Perkara Nomor. 04/Pdt.P/2009/PA.Sgr Tentang Wali
Adhal

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam sak#fa nikah.
Sebagaimana pendapat ulama yang dianut oleh mesyouinat Islam di
Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tastgraya wali. Prinsip-prinsip
hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran darHadis, yang
kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum meldmdang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komphagium Islam tahun
1991°

Pada kenyataan ini, kadang terjadi bahwa wali dersdasan tertentu
enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkamparekpuan tersebut
telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calamispilihannya. Sehingga
untuk tetap bisa melangsungkan pernikahan calonpakmrharus mengajukan
perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempatagaetapkan adhalnya
wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkanny

Dasar yang digunakan Majlis Hakim untuk menetapkadinalnya wali
adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yangkbhigan dengan perkara

tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (hpflasi Hukum Islam jo

% Zainuddin AliHukum Perdata ISam di Indonesia, Palu: Sinar Grafika Offset. 2006. hal 7-9.
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pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama nomogah2rt 1987 tentang wali

hakim.

Berdasarkan permohonan pemohon serta keterangarar@) caksi
sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti adaki@debagai berikut:

1. Pemohon dan calon suaminya sudah saling menggakldiga tahun silam
dan menjalin hubungan yang lebih dekat kurang led@apan bulan
terakhir. Antara keduanya tidak ada halangan ménboukum untuk
menikah, mempunyai pendidikan yang sederajat demm cauaminya sudah
mempunyai pekerjaan.

2. Pihak keluarga calon suami pemohon sudah pernaéinmelpemohon dan
lamarannya pun diterima oleh keluarga pemohon balédah ditentukan
tanggal pernikahannya, namun setelah ibu pemohamgetehui keadaan
keluarga calon suaminya yang kurang mampu dalandgoaan ibu
pemohon, serta ibu pemohon keturunan habib yangsaelebih tinggi
martabatnya dari pada keluarga calon suami pemateitingga lamaran
calon suami pemohon dibatalkan dan saudara kangengohon yang
bernama ABZ yang sedianya menjadi wali tidak matukirmenikahkan
pemohon karena mendapat ancaman dari ibu kandumghos.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuasinaaka terbukti
bahwa adik kandung pemohon sebagai wali nikah pemahenolak untuk
menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang roar&GL dan tidak
hadirnya wali nikah pemohon di persidangan meshkihtelipanggil dengan

patut semakin meyakinkan Majlis Hakim tentang adyeal wali nikah
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pemohon tersebut dengan demikian sesuai ketentemal 23 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (2) Peratuyienteri Agama nomor. 2
tahun 1989 tentang wali hakim, permohonan pemohgar avali nikah
pemohon dinyatakan adhal sudah selayaknya dikafulka

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutadi germohonan
pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasah, ldeena itu dapat
dikabulkan. Bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1angxdndang nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undefagg nomor 3 tahun
2006, seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemadWiengingat pasal-
pasal peraturan perundang-undangan yang berlakuhdknm syara yang
berkaitan dengan perkara ini

Maka dari itu menurut penulis salah satu wewenang&dilan Agama
adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagjeka yang
beragama islam, maka dasar dan pertimbangan yaggnakan untuk
menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islamddlam menetapkan
adhalnya seorang wali, pengadilan agama melihaaadalasan wali enggan
menjadi wali nikah tersebut dibenarkan menurut ayatau tidak, selain itu
pengadilan agama juga mempertimbangkan kemaslakatarkenadhorotan
yang akan timbul dari putusannya/penetapan itu.

Setelah adanya pemeriksaan dari Pengadilan Aganemulip
berkesimpulan bahwa:

a. Pemohon dan calon suaminya, tidak melanggar hukuokumenikah.
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b. Wali nikah pemohon benar-benar menolak menjadi daati wali nasabnya
juga tidak ada. Makanya pemohon meminta agar Pdagadgama
Singaraja, berdasarkan hukum menunjuk Kepala Kabtmsan Agama

untuk menjadi wali hakim.



